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Ringkasan Eksekutif
Kasus Hipertensi dan Diabetes di lingkungan instansi pemerintah (ASN/

TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD) tertinggi ke 2 setelah masyarakat yang tidak
bekerja yakni 10,9% untuk Hipertensi dan 13,9% untuk Diabetes (SKI, 2023).
Hal tersebut diperburuk oleh minimnya upaya deteksi dini dan pencegahan di
internal instasi masing-masing. Minimnya pengetahuan, kemauan dan
kemampuan kelembagaan maupun individu menjadi faktor utama maslah tersebut.
Hal tersebut menjadi penyebab minimnya pemanfaatan layanan kesehatan,
persepsi yang salah, dan minimnya kolaborasi antar instansi kesehatan dan non
kesehatan. Adanya perjanjian kerjasama antar instansi menjadi bukti komitmen
gerakan bersama mencegah dan mengendalikan Hipertensi dan Diabetes.
Perjanjian kerjasama tersebut dapat diawali dengan kegiatan pendidikan kesehatan
dan sosialisasi hasil SKI tahun 2023, advokasi kemungkinan kerjasama deteksi
dini penyakit Hipertensi dan Diabetes, penandatanganan perjanjian kerjasama
(MoU/MoA), pembentukan satuan tugas dari perwakilan masing instansi.
penyusunan tujuan dan target bersama, program atau rencana kerja, jadwal dan
monoitoring dan evaluasi. Pengendalian cooersif dalam bentuk sanksi dan
hukuman menjadi bentuk tindak lanjut ketidaktercapaian target sasaran deteksi
dini Hipertensi dan Diabetes.

Latar Belakang
71% atau 36 juta kematian penduduk Dunia setiap tahunnya disebabkan

oleh penyakit tidak menular (WHO, 2023). Prevalensi Diabetes dan Hipertensi di
Indonesia mengalami peningkatan menjadi 2,2% Diabetes dan 8,6% Hipertensi
(SKI, 2023). Masalah tersebut sejalan dengan fakta yang ditemukan dalam Survei
Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yakni pada kasus Hipertensi 18.9%
masyarakat melakukan pengendalian, 18.7% tidak melakukan pemeriksaan
kesehatan berkala, 62.8% penderita merasa sehat, 7.9% menggunakan pengobatan
alternative herbal dan 19.3% merasa bosan, lupa dan malas menjadi alasan utama
tidak patuh pengobatan. Sedangkan pada kasus Diabetes masyarakat melakukan
pengendalian berupa pengaturan makan 81.4%, olah raga 41.7% dan 29.2%
pengbatan alternatife. Terdapat 81.4% mendapatkan edukasi tentang pengobatan,
89.5% patuh minum obat, 13.5% tidak melakukan pemeriksaan berkala, 44.7%
merasa sehat, 19% merasa malas/bosan minum obat dan 21.4% menggunakan
obat tradisional. Penyelengara pemerintahan seperti PNS/TNI/Polri/BUMN/
BUMD menjadi penduduk dengan dengan kejadian Hipertensi dan Diabetes
paling tinggi nomor urut dua (2) setelah penduduk dengan status tidak bekerja
yakni 10,9% untuk Hipertensi dan 13,9% untuk Diabetes (SKI, 2023). Tingginya
kasus Hipertensi dan Diabetes pada aparatur pemerintah seperti ASN/TNI/
POLRI/BUMN/BUMD merupakan sebuah ironi sosial mengingat status ekonomi
dan pendidikannya yang termasuk menengah ke atas.
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Deskripsi Masalah
Tingginya kasus Hipertensi dan Diabetes di lingkungan instansi pemerintah
diperburuk oleh masih belum maksimalnya upaya pemeriksaan dan deteksi dini
terhadap kedua Penyakit Tidak Menular (PTM) tersebut. Menurut hasil SKI tahun
2023, pada kasus Hipertensi terdapat 22.1% ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD
melakukan pengendalian, 12.6% tidak melakukan pemeriksaan tekanan darah
berkala, 57.1% merasa sehat, dan 12.3% menggunakan pengobatan tradisional.
Sedangkan pada kasus Diabetes 9.6% tidak melakukan pemeriksaan gula darah
berkala, 34.7% merasa sehat, 88.7% mengatur pola makan dan 56.9 berolah raga.
Rendahnya pencegahan dan pemeriksaan dan deteksi dini tersebut disebabkan
oleh beberapa faktor yakni:

1. Pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat terkait deteksi dini
rendah

2. Minimnya akses ke layanan kesehatan: 17,7% masyarakat sangat sulit
mengakses pelayanan kesehatan dan 10,0% tidak mengakses sama sekali
fasilitas kesehatan dan 99,7% tidak pernah memanfaatkan layanan antar
jemput (PSC 119)

3. Persepsi yang keliru tentang penyakit Hipertensi dan Diabetes.
4. Minimnya data hasil pemeriksaan atau deteksi dini penyakit Hipertensi dan

Diabetes sebelumnya di tingkat instansi
5. Minimnya program pemeriksaan atau deteksi dini, pencegahan dan

pengendalian penyakit Hipertensi dan Diabetes di tingkat instansi
6. Minimnya kerjasama dan kolaborasi antar instansi pemerintah untuk

menyikapi tingginya penyakit Hipertensi dan Diabetes di instansi
7. Minimnya kebijakan atau aturan dari pada tingkat local maupun nasional

pusat tentang pencegahan dan pengendalian Hipertensi dan Diabetes.

Rekomendasi Kebijakan
Adanya komitmen kepemimpinan pada semua level untuk menyikapi

tingginya kasus Hipertensi dan Diabetes di instansi pemerintah menjadi langkah
yang sangat strategis. Komitmen tersebut dapat berupa perjanjian kerjasama antar
instansi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit Hipertensi dan Diabetes.
Perjanjian kerjasama tersebut dapat terwujud melalui beberapa upaya dengan
tahapan sebagai berikut;

1. Melakukan kegiatan pendidikan kesehatan dan sosialisasi hasil SKI tahun
2023

2. Melakukan advokasi kemungkinan terwujudnya kerjasama untuk
memperkuat deteksi dini penyakit Hipertensi dan Diabetes

3. Penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU/MoA) untuk melakukan
deteksi dini penyakit Hipertensi dan Diabetes pada tingkat hipertensi

4. Membentuk satuan tugas, peran dan tanggungjawab serta sharing sumber
daya (SDM, teknologi, informasi, sarana, budget dan sumber daya lainya).

5. Menyusun tujuan dan target bersama, program atau rencana kerja, jadwal
dan monoitoring dan evaluasi.

6. Pengendalian cooersif dalam bentuk sanksi dan hukuman menjadi bentuk
tindak lanjut ketidaktercapaian target sasaran deteksi dini Hipertensi dan
Diabetes.
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